
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2025

TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun
2014-2025, telah ditetapkan 87 (delapan puluh tujuh)
Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif Strategis
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
ditetapkan 55 (lima puluh lima) Inisiatif Strategis Program
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang
telah diimplementasikan sejak tahun 2017 sampai dengan
tahun 2024;

c. bahwa dengan adanya penyesuaian arah Inisiatif Strategis
dalam rangka penajaman peran, pemutakhiran proses
bisnis, dan peta strategi Kementerian Keuangan, perlu
menetapkan kembali ketentuan mengenai implementasi
Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Implementasi
Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014
tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan   : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang
selanjutnya disebut IS Kemenkeu, yang terdiri atas 17 (tujuh
belas) IS Kemenkeu dengan rincian:
a. 6 (enam) IS Kemenkeu Tema Penerimaan;
b. 6 (enam) IS Kemenkeu Tema Belanja, Pembiayaan,

Kekayaan Negara, dan Risiko (PKNR), Ekonomi, Fiskal, dan
Sektor Keuangan; dan

c. 5 (lima) IS Kemenkeu Tema Sentral,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Implementasi atas 17 (tujuh belas) IS Kemenkeu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dan/atau
dikoordinasikan oleh:
a. Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian

Keuangan; 
b. Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
dan/atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
KETIGA : Dalam membantu penyelesaian implementasi atas 17 (tujuh

belas) IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation
Office) Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut
Ketua Pengelola Program RBTK, dapat membentuk tim teknis
penyelesaian untuk setiap Inisiatif Strategis berkenaan.

KEEMPAT : Pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Tim
Pengelola Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi
Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office)
Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan
Pengelola Program RBTK, melalui koordinasi dengan:
a. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Unit (Project Management Office); dan
b. masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan dan Unit Organisasi non Eselon
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan.

KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit
(Project Management Office) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT huruf a yang selanjutnya disebut dengan
PMO, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan atau Pimpinan Unit
Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

http://PERIHAL
http://PERIHAL
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KEENAM : Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan dan Unit Organisasi non Eselon yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU melalui PMO.

KETUJUH : Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan atas
implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEENAM, PMO pada masing-masing Unit Organisasi
Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit
Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dapat
menyerahkan pengelolaan dan pemantauan atas IS
Kemenkeu yang dikelola kepada Unit Organisasi Eselon II
dan/atau Special Mission Vehicle di lingkungan Unit
Organisasi Eselon I berkenaan dan/atau unit yang setara
pada Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
sesuai dengan tugas dan fungsi.

KEDELAPAN : Dalam hal diperlukan, Pengelola Program RBTK dapat
melakukan pemantauan secara langsung atas implementasi
IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEMBILAN : IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
diimplementasikan berdasarkan tata kelola IS Kemenkeu
yang terdiri atas:
a. manual implementasi dan mekanisme perubahan manual

implementasi (change request);
b. mekanisme penyelesaian IS Kemenkeu (initiative closing);
c. pedoman penyusunan IS Kemenkeu; dan
d. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan IS

Kemenkeu, 
yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan
Menteri Keuangan mengenai tata kelola program reformasi
birokrasi dan transformasi kelembagaan di Kementerian
Keuangan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, implementasi
IS Kemenkeu yang telah ditetapkan sebelumnya tetap
dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit Organisasi non
Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2024 tentang
Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur

Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan
Kementerian Keuangan;

3. Kepala Lembaga National Single Window;
4. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
5. Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi

Dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central
Transformation Office) Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

http://2 Mei 2025
http://PENANDATANGAN
http://PEJABAT
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

17 (TUJUH BELAS) INISIATIF STRATEGIS
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

A. Penjelasan Umum

Menghadapi tahun 2025, Kementerian Keuangan dihadapkan pada

serangkaian tantangan baru yang memerlukan adaptasi cepat, tepat, dan

strategis. Selain mengawal transisi kepemimpinan nasional pasca Pemilu

Presiden 2024, dinamika global terus berubah dan isu-isu seperti

optimalisasi penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global dan

regional juga menjadi prioritas. Penguatan integritas dan transformasi digital

yang berkelanjutan di internal Kementerian Keuangan tetap krusial, bukan

hanya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, melainkan juga

untuk membangun fondasi yang kokoh dalam merespons dinamika eksternal

secara lebih agile. Dengan demikian, Kementerian Keuangan dituntut untuk

terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi, baik secara internal maupun

dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan stabilitas

pertumbuhan ekonomi di tengah arus perubahan yang dinamis.

Dengan mengambil tema "A New Beginning: Transforming Ecosystem and

Strengthening Strategic Linkage", Kementerian Keuangan perlu menciptakan

transformasi yang berbasis ekosistem, serta terus bekerja sama, mendorong

sinergi, dan kolaborasi dalam setiap aspek strategi kebijakan dan

operasional. Semua langkah strategis ini merupakan perwujudan nyata dari

komitmen kuat Kementerian Keuangan untuk terus menjaga stabilitas

ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan pada akhirnya,

mempercepat perwujudan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat

Indonesia.
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Untuk mewujudkan ekosistem transformasi Kementerian Keuangan tersebut,

perlu diimplementasikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sebagai

berikut:

B. Inisiatif Strategis Tema Penerimaan
Inisiatif Strategis Tema Penerimaan terdiri atas 6 (enam) inisiatif strategis,
sebagai berikut:
1. Transformasi Joint Program Penerimaan;
2. Joint Proses Bisnis – Sistem IT;
3. Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu, dan Sektor Keuangan;
4. Maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah; 

dan
6. Pengembangan Road Map dan Dampak Kebijakan Belanja Perpajakan 

dan Kebijakan Basis Penerimaan.

C. Inisiatif Strategis Tema Belanja, Pembiayaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 
(PKNR), Ekonomi, Fiskal dan Sektor Keuangan
Inisiatif Strategis Tema Belanja, Pembiayaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 
(PKNR), Ekonomi, Fiskal dan Sektor Keuangan terdiri atas 6 (enam) inisiatif 
strategis, sebagai berikut:
1. Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan

Mendorong Pertumbuhan;
2. Tata Kelola Strategic Diamond;
3. Leveraging Kekayaan Negara;
4. Penguatan Peran SMV sebagai Arm’s Length Kementerian Keuangan;
5. Pengembangan Sektor Keuangan; dan
6. Pengembangan Modern Treasury.

1. Transformasi Joint 
Program Penerimaan

2. Joint Proses Bisnis - 
Sistem IT

3. Penanganan Transaksi 
Digital, Transaksi 
Tertentu, dan Sektor 
Keuangan

4. Maksimalisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak 

5. Pengamanan Penerimaan 
Pajak di Muka atas Dana 
Transfer ke Daerah

6. Pengembangan Road Map
dan Dampak Kebijakan 
Belanja Perpajakan dan 
Kebijakan Basis 
Penerimaan

1. Allocative Efficiency APBN 
untuk Mendukung Visi 
Presiden dan Mendorong 
Pertumbuhan

2. Tata Kelola Strategic 
Diamond

3. Leveraging Kekayaan 
Negara

4. Penguatan Peran SMV 
sebagai Arm’s Length
Kementerian Keuangan

5. Pengembangan Sektor 
Keuangan 

6. Pengembangan Modern 
Treasury

1. Penguatan Budaya dan Kepemimpinan
2. Pengelolaan Organisasi dan Sumber 

Daya Manusia Terintegrasi
3. Modernisasi Layanan

4. Artificial Intelligence Smart Office
5. Pengelolaan Kredibilitas 

Kemenkeu
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D. Inisiatif Strategis Tema Sentral
Inisiatif Strategis Tema Sentral terdiri atas 5 (lima) inisiatif strategis, sebagai
berikut:
1. Penguatan Budaya dan Kepemimpinan;
2. Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terintegrasi;
3. Modernisasi Layanan;
4. Artificial Intelligence Smart Office; dan
5. Pengelolaan Kredibilitas Kemenkeu.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



- 8 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

CHARTER INISIATIF, KRITERIA PENYELESAIAN (ACCEPTANCE CRITERIA),
DAN RENCANA KERJA INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2025

A. INISIATIF STRATEGIS TEMA PENERIMAAN
1. Transformasi Joint Program Penerimaan

a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

2. Joint Proses Bisnis – Sistem IT
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

3. Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu, dan Sektor Keuangan
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

4. Maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

5. Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Transfer Dana Transfer ke 
Daerah
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

6. Pengembangan Road Map dan Dampak Kebijakan Belanja Perpajakan dan
Kebijakan Basis Penerimaan
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

B. INISIATIF STRATEGIS TEMA BELANJA, PEMBIAYAAN, KEKAYAAN NEGARA,
DAN RISIKO (PKNR), EKONOMI, FISKAL DAN SEKTOR KEUANGAN

1. Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan 
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

2. Tata Kelola Strategic Diamond
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

3. Leveraging Kekayaan Negara
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja
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4. Penguatan Peran SMV sebagai Arm’s Length Kementerian Keuangan
a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja
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5. Pengembangan Sektor Keuangan
a) Charter
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b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)

c) Rencana Kerja

6. Pengembangan Modern Treasury

a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)
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c) Rencana Kerja

C. INISIATIF STRATEGIS TEMA SENTRAL

1. Penguatan Budaya dan Kepemimpinan

a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)

c) Rencana Kerja
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2. Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terintegrasi

a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)

c) Rencana Kerja

Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terintegrasi

Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terintegrasi
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3. Modernisasi Layanan

a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)

c) Rencana Kerja
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4. Artificial Intelligence Smart Office

a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)

c) Rencana Kerja
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5. Pengelolaan Kredibilitas Organisasi

a) Charter

b) Kriteria Penyelesaian (Acceptance Criteria)

c) Rencana Kerja

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI
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